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A. Koperasi Syariah
1. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasl dari kata co berarti bersama dan operation berarti
usaha, sedangkan secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain
untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah
organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.'*

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan
prinsip-prinsip syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum. Namun,
dibedakan dengan produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan
disesuaikan dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Koperasi syariah
Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah

primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah

14 Burhanuddin, Koperasi Syariah ..., him. 1
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konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan
peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Tujuan pendirian koperasi, menurut Undang-Undang Perkoperasian,
adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masayarakat
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konsepsual, koperasi
sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki
beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial-
ekonomi masyarakat. Peran koperasi sebagai upaya menuju demokrasi
ekonomi secara konstitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun
dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang
telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, keberadaannya masih
belum memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.*

2. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan
salah satu di antara lain nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang
rasa dan persaudaraan di antara sesama. Karena itu, koperasi dalam berbagai
ayat dapat justifikasi dan legitimasi normatif-teologis baik dalam al-qur’an

maupun sunnah Nabi.

5 Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah, (Surakarta: PT. Era
Adicitra Intermedia, 2012), him. 12
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang
galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya. ”(QS. Al-Maidah: 2)*

Nabi sendiri dalam berbagai sabdanya juga memberikan spirit kepada

umatnya. Terkait dengan ini dalam sebuah hadits qudsi beliau bersabda:

16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. .., hlm. 107
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Artinya: "Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga
dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak
menghianati. Jika seseorang menghianati maka Allah keluar dari
keduanya. ”(HR. Abu Dawud dan Hakim)"

(plowe 5 skaall ol 5) U3la% L K05 e il

Artinya: “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat,
sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. ”(HR. Bukhari dan Muslim)*

Kedua hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-
hambaNya yang melakukan syirkah selama menjunjung tinggi amanat
kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Dengan demikian, dari dalil tersebut,
para ulama sepakat bahwa syirkah hukumnya mubah, meskipun diantara
mereka berbeda pendapat tentang bentuk syirkah.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta’awuniyah) adalah suatu
bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fugaha terdahulu. Dilihat dari
kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya
pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa
koperasi identik dengan akad musyarakah (syirkah). Karena itu untuk

menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaannya sangat ditentukan

" Burhanuddin, Koperasi Syariah...hlm. 4
*® Ibid, him. 4
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sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip syirkah
itu sendiri.
3. Asas Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan tumpuan
pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas
koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang
kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai
falsafah hidup bagsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang
kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun,
manausia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang
lain dengan sikap saling berkerjasama. Karena itu melalui pendekatan
kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota
dapat dipenuhi secara maksimal.*

Meskipun kekeluargaan sebagai asas koperasi, namun dalam
implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang
dikelola secara professional. Antara asas kekeluargaan dengan motif ekonomi
tidak harus dihadapkan pada posisi diametral yang saling bertentangan,
melainkan perlu disatukan untuk saling melengkapi. Kesejahteraan bersama
(common welfare) yang selama ini menjadi jargon tujuan koperasi
bagaimanapun tidak akan pernah dapat dicapai, kecuali melalui semangat
kekeluargaan (kebersamaan) mengembangkan usaha ekonomi yang saling

menguntungkan.

9 1bid, hal. 10
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Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran
pengembangan usaha ekonomi/bisnis yang berbasis kemitraan (syirkah).
Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke
dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mngedepankan sikap amanah
diantara sesame anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan
bentuk badan hukum lainnya. Meskipun bukan hanya menjadi klaim koperasi,
implementasi asas kekeluargaan tetap perlu didukung oleh upaya perbaikan
system perekonomian yang sejalan dengan asas tersebut.”

4. Prinsip-prinsip Koperasi

Istilah prinsip sering dikaitkan dengan unsur fundamental yang dijadikan
sebagai rujukan ketika melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang
diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum.
Berlakunya prinsip-prinsip koperasi secara konseptuala adalah bermula dari
hasil pemikiran yang digali dari kebiasaan praktek berkoperasi itu sendiri.*
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi selama ini adalah:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam
keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota
koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari
siapapun. Dengan kata lain, seorang anggota dapat mendaftarkan atau
mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan sifat

% Ibid, him. 11
2! Fitiri nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah..., hlm. 55
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terbuka adalah bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh
dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.?

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi
menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak
para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan
melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksankan
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil
keputusan yang dimbil berdasarkan musyawarah mufakat diantara
para anggota. Namun apabila melalui melalui masyarakat ternyata
tidak tercapai kata sepakat, baru kemudian keputusan diambil melalui
voting untuk menentukan suara terbanyak.?

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yaitu sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa
hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata
berdasarkan pada modal yang disimpan atau disertakan oleh seseorang
dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha
(transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi.
Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari
nilai-nilai keadilan. Disamping pembagian sisa hasil usaha (SHU),

implementasi prinsip keadilan dalam koperasi juga diwujudkan dalam

22 Byurhanuddin, Koperasi Syariah..., him. 13
2 Ibid, him. 14



19

bentuk kesiapan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha
mengalami kerugian.?

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dimaksudkan agar
memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat
dari usaha koperasi dan/atau sisa hasil usahanya melalui aspek
lainnya.”

e. Kemandirian, bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa
selalu bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian
mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi,
swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak
untuk mengelola diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan
faktor pendorong bagi anggota koperasi untuk meningkatkan
keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuannya. Karena
itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota

sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.?

B. Simpanan Wadi’ah
1. Pengertian Simpanan Wadi’ah
Ada empat pengertian al-wadi’ah dilihat dari makna bahasa yaitu

penitipan, sesuatu yang disimpan di orang lain untuk menjaganya,

2 1bid, him. 14
2 1bid, him. 15
% 1bid, him. 15
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meninggalkan, dan perwakilan dalam pemeliharaan harta.?” Secara terminologi,
wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain,
baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan
kapan saja si penitip menghendakinya.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank
syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.?®

Simpanan wadi’ah adalah produk pendanaan berupa simpanan dari
nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan
dan kemudahan pemakaiaannya, seperti giro wadi’ah, tetapi tidak sefleksibel
giro wadi’ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.?

2. Landasan Syariah Wadi’ah

a. Al-Qur’an
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

2" Atang Abd. Hakim, Figih Perbankan Syari’ah: Transformasi Figih Muamalah ke dalam
Peraturan Perundangan-undangan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, him. 213

%8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), him. 6

# Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Rajawali Press, 2013) him. 115
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adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat ”(QS. An-Nisa’: 58)%

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum wadi’ah Kkartena

mengandung beberapa unsur:

1) Terdapat lafadz <Gy, yang secara kebahasaan berarti sama

dengan arti wadi’ah yaitu amanah atau titipan.
2) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada wadi’ah, terdapat
pemberi amanah, penerima amanah, dan barang amanah.

3) Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang

amanah kepada yang berhak [L@M\ gﬂ sebagaimana pula yang

ditentukan pada wadi’ah.*
LA d B AT Gl ol 3 ety aas Gl 38
Artinya: ”..jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... ”(QS. Al-Bagarah:
283)%

Ayat diatas sebenarnya tentang hutang piutang bagi musafir (orang

yang melakukan perjalanan). Hutang piutang tersebut atas dasar amanah

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., hlm. 88

31 Ahmad Dahlan, Bank Syariah:Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), him.
125-126

%2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., hlm. 50
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(saling percaya), oleh karenanya bagi yang diberi hutang wajib untuk
mengembalikan. Kemudian ayat tersebut menjadi landasan hukum wadi’ah
dikarenakan terdapat unsur “amanah”-nya. Dimana amanah juga berarti
wadi’ah.®

b. Hadits
G BAE VG Sk e ) ALY 306 A e s e an 338

CHES

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah
amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah
membalas khianat kepada orang yang menghianatimu. ”(HR Abu Dawud
dan menurut Tirmidzi ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya
sahih)

Hadits tersebut dijadikan sebgai landasan hukum secara konstektual
ditekankan kepada penitip untuk menitipkan sesuatu kepada yang
mempunyai integritas dan kapabilitas. Jikapun dalam masa akad tersebut
terjadi perbuatan yang berkhianat maka tidak boleh terjadi dendam
(membalas) penghianatan tersebut.*

c. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma

(consensus) terhadap legitimasi al-wadiah karena kebutuhan manusia

terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azuhairy dalam al-

% bid, him. 126
% bid, him. 128
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Figh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh kabir li Ibni
Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy.

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan
amanabh), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan
kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena
faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh
Rasulullah dalam suatu hadists,

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak
menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai
terhadap titipan tersebut.”

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima
simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan asset tersebut, tetapi
mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian untuk kemudian
mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan akan menjaminkan
menembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi
yad al-amanah. Tetapi yad al-dhamanah(tangan penanggung) Yyang
bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada
barang tersebut.*

. Syarat dan Rukun Wadi’ah
a. Syarat Wadi’ah®

1) Orang yang berakad

% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), him. 85-87
% Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), him. 255
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Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila)
diantaranya yaitu:
a) Baligh
b) Berakal
¢) Kemauan sendiri, tidak dipaksa
Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari
orang yang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh
untuk melakukan akad wadi’ah ini.

2) Barang titipan
Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai,
maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat
dikuasai untuk dipelihara.

3) Sighah (akad)
Syarat sighah yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang
yang menitipkan (mudi’) dan orang yang diberi titipan (wadi’).

b. Rukun Wadi’ah*

Menurut ahli figh Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun
wadi’ah hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama
mengemukakan bahwa rukun wadi’ah ada tiga, yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu penitip (mudi’/muwaddi’) dan penyimpan atau
penerima titipan (muda /mustawda’)

2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan

7 1bid, him. 254
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3) Shighah, yaitu ijab dan gabul.
4. Macam-macam Wadi’ah
a. Wadi’ah yad Amanah
Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima
kepercayaan adalah yad al-amanah ‘tangan amanah” yang berarti bahwa ia
tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi
kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan
akibat dari kelalaian atau kecorobohan yang bersangkutan dalm memelihara
barangnya/asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak
penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.®
Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau
memanfaatkan barang/asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya.
Selain itu, barang/asset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan
dengan barang/asset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing
barang/asset penitip. Karena menggunakan prisip yad al-amanah, akad
titipan seperti ini biasa disebut wadi’ah yad amanah dengan skema seperti

dibawah ini:*

% Jeni Susyanti, Operasional Keuangan Syariah, (Malang: Badan Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016), him. 86
% Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah...hlm. 42
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Gambar 2.1 Skema Wadi’ah yad Amanah

N
Cd

la. Akad
Wadi’ah yad

Penyimpan | Amanah
© 1b. Titip
(Mustawda’) Barang/Aset
1\ Penitip
2.B Bi Peniti i
‘ ayar blaya Fenitipan 1 > (Muwaddi’)

Sumber: Ascarya, “Akad & Produk Bank Syariah”, (Jakarta: Rajawali Press,
2013), him. 42

b. Wadi’ah yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah “tangan amanah” kemudian berkembang
prinsip yad dhamanah “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak
penyimpan bertnggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang
terjadi pada barang/asset titipan.®

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee
yang sekaligus guarantor ‘“penjamin” keamanan barang/asset yang
dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin
dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan
tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak
penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh
pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam
Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau

didiamkan saja).

%0 Jeni Susyanti, Operasional Keuangan Syariah. .., him. 87
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Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan
penyimpan asset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan
produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan
yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh
atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan
diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada
pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan
menggunakan prinsip yad amanah, akad titipan seperti biasa disebut
Wadi’ah yad dhamanah dengan skema seperti dibawah ini:*

Gambar 2.2 Skema Wadi’ah yad Dhamanah

la. Akad
> Wadi’ah yad <
Penyimpan >
(Mustawda’) 1b. Titip Penitip
N Barang/Aset (Muwaddi)

3. Bagi Hasil,
Margin, Sewa 4. Bonus

2. Pemanfaatan
Aset

4. Dunia
Usaha

Sumber: Ascarya, “Akad & Produk Bank Syariah”, (Jakarta: Rajawali Press,
2013), him. 43

* Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah...hal. 43
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C. Bonus Simpanan Wadi’ah

Bonus wadi’ah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan
wadi’ah sebagai return atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan
wadi’ah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut.
Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini
menjadi  kebijakan pihak bank. Penentuan besarnya bonus dan cara
perhitungannya tergantung masing-masing bank Syariah. Perhitungan bonus
tabungan dan giro wadi’ah hampir sama, hamun pada umumnya bank Syariah
memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus
giro wadi’ah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil
dibandingkan dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro wadi’ah
dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet
giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan wadi’ah, meskipun dapat
ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah

penarikannya dibatasi.

D. Tabungan Mudarabah
1. Pengertian Tabungan Mudarabah
Mudarabah berasal dari kata “dharb”, artinya memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
menggerakan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudarabah merupakan
bahasa penduduk irag, sedangkan menurut bahasa penduduk hijaz disebut

dengan istilah giradh. Penjabaran mudarabah juga bisa diartikan dalam urusan
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berdagang, yaitu bisa sebut juga giradh yang artinya adalah potongan yang
dimana pemilik modal memotongkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan
oleh pengusaha yang dimana sebagian hasil keuntungannya untuk bisa dibagi
secara bersama.*

Secara istilah mudarabah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu
shahibul maal dan mudharib yang dimana shahibul maal memberikan atau
menyediakan atau memberikan modal sepenuhnya baik bentuk uang ataupun
barang kepada mudharib untuk dikelola menjalankan suatu usahanya untuk
mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan telah di tuangkan
dalam kontrak perjanjian dalam bentuk nisbah bagi hasil, namun shahibul maal
tidak turut serta dalam manajemen usaha yang dikelola oleh mudharib.

Jika usaha yang dijalankan oleh mudharib mengalami kerugian karena
kelalaian mudharib. Shahibul maal tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas
kerugian usaha yang dilakukasn oleh mudharib. Namun, jika kerugian
ditanggung oleh shohibul maal tidak karena kelalaian shahibul maal dalam
menjalankan usahanya maka sepanjang kerugian itu akan ditangggung
sepenuhnya oleh shahibul maal. Sedangkan mudharib menganggung segala
jerih upaya, masa dan waktu dalam menjalankan aktifitas atau usahanya.

Tabungan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1992 adalah simpanan

yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang

*2 Atang Abd. Hakim, Figih Perbankan Syariah,...him. 213
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telah ditentukan dan disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet
giro, atau alat penarikan lain yang sama dengan itu.®
Tabungan Mudarabah adalah tabungan pemilik dana yang penyetorannya

dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati

sebelumnya.
Gambar 2.3 Skema Akad Mudarabah
Mitra Usaha
B icil
Jual barang l ayar ciciian
Jual barang
2 Investasi S—
\Q’ — Mudarabah Mitra
"N / ) —> &—— Usaha
\ \L< Ell“: " Bayar
e Bagi hasil usaha cicilan
-/
BANK
INVESTOR Bagi hasil
(Pemilik Modal) (Pelaksana Usaha)\
Kerja sama

Mitra Usaha

Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam: analisis figih dan keuangan, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2009), him.109

2. Landasan Hukum Mudarabah
a. Al-Qur’an
Dalam hukum islam akad mudarabah di perbolehkan, karena hal ini
berlandaskan dengan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al Qur’an di antara
dalil-dalil yang membolehkan praktik akad mudharabah tersebut adalah

sebagai berikut:

21T

LA (i 5 53 (1 b st 03T

*8 Zainuddin Ali,Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 151
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Artinya: “...sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di
muka bumi mencari sebagian karuni Allah SWT... ”(QS. Al-Muzammil:
20)*

Jika merujuk pada factor historis, praktik mudharabah atau secara
umum syirkah sebenarnya telah dipraktikkan oleh kebiasaan masyarakat
sebelum kedatangan Rasulullah Saw.

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu... ”(QS. Al-Bagarah: 198)*

Ayat diatas yang dapat diterjemahkan dengan “tidak dosa (halangan)
bagi kamu untyuk mencari karunia Tuhanmu” juga masih bersifat sangat
umum.

Dengan keumuman makna, pada dasarnya kedua ayat tersebut tidak
hanya sebagai dalil mudarabah tapi juga dapat digunakan sebagai dalil
penguat transaksi ekonomi Islam lainnya selama itu untuk mencari
keridhoan dan karunia Allah SWT.

b. Hadits

Bl Ja T aall Al fes ol e i s 0 0300, 06

(cea o 4ale ol ol 5 ) @all ¥ il i Sl Ll
Artinya: “Rasulullan Saw. bersabda: tiga hal yang di dalamnya

terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mugaradhah (mudharabah),

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., him. 576
** Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah..., hlm. 32
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serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan
untuk dijual.”

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek karjasama
mudarabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau
kemanfaatan di dalamnya.*

3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang
berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapakan antara pihak
yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-
masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.*

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan
syarat mudarabah. Adapun rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Dalam akad mudarabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak
pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan
pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil).
Pelaku dalam akad mudarabah harus cakap hukum.

b. Objek Mudarabah (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudarabah,

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan Kkerjanya sebagai objek

mudarabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang

* Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2009), him. 94
“" Ibid, him. 97
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yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan
dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill,
dan lain-lain.

Para fugaha telah sepakat bahwa tidak boleh mudarabah dengan
hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak
memberikan kontribusi apapun. Ulama Syafii dan Maliki melarang hal
itu, karena merusak akad. Para fugaha juga tidak membolehkan modal
mudharabah berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena
barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan
ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun, para
ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan
setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan
shahibul maal.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (ljab Qabul);

Para ulama figih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan
kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, Jala 'ul ma’na, yaitu
tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat
dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, Tawafud, yaitu adanya
kesesuaian antara ijab dan gabul; ketiga, Jazmul Iradataini, yaitu antara
ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu,
dan tidak terpaksa.

Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip an-

taradhin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela
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bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik
dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana. Sedangkan
pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.
d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad
mudarabah. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh
kedua pihak yang ber-mudarabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas
kerjanya, sedangkan shahibul maal berhak mendapatkan imbalan atas
penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah
terjadinya perselisinan antara kedua belah pihak mengenai cara
pembagian keuntungan. Salah satu segi penting dalam mudarabah adalah
pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan
tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada
pemilik modal (shahibul maal).

Dengan demikian, secara teknisnya skema penerapan akad
mudarabah pada produk penghimpunan dana seperti produk deposito di
koperasi syariah adalah yang berperan sebagai pemilik modal yaitu
nasabah atau deposan. Sedangkan yang berperan sebagai pengelola usaha
yaitu pihak koperasi syariah. Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam
bentuk nisbah bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal

sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.
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Apabila kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. Jenis-jenis Mudarabah

a. Mudarabah Muqgayyadah [842ed! &s5lias]

Mudarabah mugayyadah adalah shahibul mal membatasi kepada

mudharib dengan batasan jenis usaha [ fesli/ 2], waktu [=34L], atau

tempat usaha [odL]. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi

terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.
Bank Dilarang untuk menginvestasikan dana pada transaksi penjualan
cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan untuk melakukan
investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi pada dasarnya pada
mudarabah mugayyadah bank hanyalah berkedudukan sebagai agen saja dan
atas kegiatannya bank menerima imbalan berupa fee. Mudarabah
Mugayyadah terbagi atas pola dalam investasi terikat dapat dilakukan
dengan cara chanelling dan executing, yaitu:*
1) chanelling, apabila resiko ditanggung pemilik dana dan bank
sebagai agen tidak menanggung resiko apapun.
2) executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko,
hal in mengakibatkan banyak pihak menyatakan bahwa investasi

terikat executing tidak sesuai dengan prinsip mudarabah namun

*8 Jeni Susyanti, Operasional Keuangan Syariah..., him 82
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dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam

prakteknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.

b. Mudarabah Muthalagah [d&kae)! 4;,Lzs]

Mudarabah muthlagah adalah bentuk kerja antara shahibul mal dan
mudharib yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis
usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudarabah mutlagoh dapat
berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan
dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan prinsip ini

yaitu: tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.*

E. Bagi Hasil Tabungan Mudarabah
1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah profit sharing. Menurut kamus
ekonomi profit sharing berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit
sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari
suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba
akhir tahun, bonus prestasi, dan lain-lain. Dalam mekanisme keuangan syariah
model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding)

maupun pembiayaan (financing).
Di dalam pengembangan produknya dikenal istilah shohibul maal dan
mudhorib. Shohibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan

dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan

9 1bid, him. 83
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perjanjian. Sedangkan mudhorib merupakan kelompok orang atau badan yang
memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi. Dalam tahap
funding, koperasi syariah berperan sebagai mudhorib dan dana yang terkumpul
harus dikelola secara optimal. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil
ini harus dijalankan secara transparansi dan adil.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional,
ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil menjamin
adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi. Inti mekanisme
bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik
modal (surplus spending unit) dan pengelola usaha (deficit spending unit).
Kerjasama (partnership) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi
Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan
ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk
kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah girad atau mudharabah.*®

2. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang diperoleh
shohibul maal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan
antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:>*

a. Persentase
Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan
dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

%0 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah...,him. 26
5! Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014),
him 169
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Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah
disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal
masing-masing pihak.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan caracter risk yang
dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh
keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah
mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk,
maka shohibul maal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada
mudharib.

d. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-
menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shohibul maal
dan mudharib.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu
karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi
keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

3. Konsep Bagi Hasil
Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, koperasi syariah akan
menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode
perhitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah

yang kemudian diditribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh
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karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk.
Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan
dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani nasabah atau
anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan.
. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terbagi menjadi dua,
yaitu:
a. Faktor Langsung

Di antara faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil yakni
investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah.

1) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan
dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%,
hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi
likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah
dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

3) Nisbah (profit sharing ratio)

a) Salah satu ciri mudarabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan
disetujui pada awal perjanjian

b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda

¢) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank,

misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
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d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya
sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
b. Faktor Tidak Langsung
Faktor tidak langsung meliputi penentuan butir-butir pendapatan
dan biaya, dan kebijakan akunting.
1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudarabah
a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya
(profit and sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan
pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya
b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing
2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)
Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya
aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan
pendapatan dan biaya.>
5. Jenis Pola Bagi Hasil
Terdapat beberapa sistem bagi hasil dalam menentukan berapa bagian
yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil
yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan
ditetapkan, yaitu dengan:
a. Profit Sharing
Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

52 1bid, hlm. 176-178
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memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu lembaga keuangan
syariah menggunakan sistem profit sharing kemungkinan yang akan
terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin
kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk
menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan syariah yang

berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

. Revenue Sharing

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh
pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Lembaga keuangan
syariah menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan
terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar
dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan
mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di lembaga keuangan
syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Di Indonesia, sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi

hasil yang berlandaskan revenue sharing. Lembaga keuangan syariah dapat

berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika lembaga

keuangan syariah berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan

ditanggung oleh lembaga keuangan syariah, begitu pula sebaliknya jika

lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemilik dana akan

membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.>®

53 Muammad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), him.

256-257
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F. Keputusan Menjadi Anggota

1. Pengertian Keputusan
Johanes Supranto mendefinisikan mengambi atau membuat keputusan
berarti memilih satu diantara sekian banyak alternatif. Dalam tahap evaluasi
konsumen membentuk preferensi antara merk dalam kumpulan pilihan.
Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merk yang
paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat
membentuk lima sub keputusan merk, penyaluran, kuantitas, waktu dan

metode pembayaran.>
Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang
pencairan, pembelian, penggunaan beragam produk, dan merek pada setiap
periode tertentu.® Keputusan adalah sesuatu hal yang diputuskan konsumen
untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa.®
Berbagai macam keputusan mengenai aktivitas kehidupan seringkali harus
dilakukan oleh setiap konsumen pada setiap hari. Konsumen melakukan
keputusan setiap hari atau setiap periode tanpa menyadari bahwa mereka
telah mengambil keputusan. Dalam membuat keputusan nasabah yang
sebagai pengguna jasa bank memilih dari berbagai pilihan alterntif yang
telah ditawarkan oleh beberapa bank, yang sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan mereka. keputusan pembelian dipengaruhi beberapa faktor dalam

> Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008),
him. 258

% Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), him. 289

% Basu Swastha, Azas-Azas Marketing..., hlm. 277
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perilaku konsumen serta tahap-tahap dalam proses pengambilan

keputusan.®’
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Pada dasarnya konsumen tidak sembarangan dalam membuat

keputusan dalam melakukan pembelian. Banyak faktor yang sangat
mempengaruhi konsumen, antara lain:
a. Faktor Kebudayaan

1) Budaya

Budaya merupakan determinan dari keingnan dan perilaku
seseorang. Pemasar harus benar-benar memperhatikan nilai-nilai
budaya di setiap Negara untuk memahami cara terbaik memasarkan
produk lama mereka dan mencari peluang untuk produk baru.

2) Sub-Budaya

Setiap budaya terdiri dari beberapa sub-budaya yang lebih kecil
yang memberikan identifikasi dan sosialisai yang lebih spesifik untuk
anggota mereka. sub-budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok
ras, dan wilayah geografis.

Dalam sub-budaya ini meliputi juga aspek keagamaan. Aspek
keagamaan ini dapat mempengaruhi seseorang untuk memutuskan
memilih jenis produk yang memilki nilai-nilai Islami dalam produk
tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki jiwa yang Islami akan

cenderung memilih produk syariah.

% Ujang Sumarsana, Perilaku Konsumen..., him. 289
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3) Kelas Sosial
Kelas sosial merupakan kelompok yang relative homogen dan
bertahan lama dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hirarki dan
mempunyai anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama.
b. Faktor Sosial
Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi,
keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku konsumen.
1) Kelompok Referensi
Kelompok referensi seseorang merupakan semua kelompok
yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung
terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.
2) Keluarga
Keluarga merupalkan organisasi pembelian konsumen yang
paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga
merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh.
Ada dua keluarga dalam kehidupan pembeli yaitu keluarga orientasi
yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung, dan keluarga
prokreasi yang terdiri pasangan dan anak-anak yang itu lebih
berpengaruh langsung terhadap pembelian setiap hari. Dalam hal
aspek keluarga ini, sebuah keluarga dapat mempengaruhi keputusan
seseorang dalam memutuskan suatu hal.

3) Peran dan Status
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Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok keluarga, Klub,
organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dimana ia
menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran terdiri dari
kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran
menyandang status.
c. Faktor Pribadi
Keputusan juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor
pribadi meliputi:
1) Usia dan Tahap Siklus Hidup
Selera seseorang dalam makanan, pakaian dan sebagainya sering
berhubungan dengan usia kita. Konsumsi seseorang juga dibentuk
oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang
dalam rumah tangga pada satu kurun waktu tertentu.
2) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi
Pekerjaaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar
berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang mem[unyai minat
di atas rata-rat terhadap produk dan jasa mereka dan bahkan
menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerja tertentu.
Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Keadaan
ekonomi seseorang adalah tersiri dari pengahasilan yang dapat
dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu), tabungan dan asset
(termasuk presentase asset likuid), utang, kekuatan pinjaman, dan

sikap terhadap pengeluaran dan tabungan.
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3) Kepribadian dan Konsep Diri
Kepribadian adalah sekumpulan sifat psikologi manusia yang
menyebabkan respon yang relative konsisten dan tahap lama terhadap
rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). Kepribadian
dapat meruapak suatu variabel yang sangat berguna dalam
menganalisa perilaku konsumen.
4) Gaya Hidup dan Nilai
Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin
dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi
“seseorang secara utuh” dengan lingkungannya.
d. Faktor-Faktor Psikologi
1) Motivasi
Beberapa kebutuhan bersifat biogenic, kebutuhan itu timbul dari
keadaan tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, atau rasa
tidak nyaman. Kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu kebutuhan
yang timbul dari keadaan psikologis seperti kebutuhan akan
pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki.
2) Persepsi
Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur,
dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan suatu
gambaran yang berarti dari dunia ini.

3) Pembelajaran
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Pembelajaran mendorong perubahan dalam perilaku seseorang
yang timbul dari pengalaman.
4) Memori
Informasi dan pengalaman yang seseorang hadapi ketika
seseorang menjalani hidup dapat berkhir di memori jangka panjang
seseorang.>®
3. Proses Keputusan Pembelian
Proses keputusan pembelian terdiri dari model lima tahap proses
pembelian konsumen yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi,

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian.

Gambar 2.4

Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen

Pengenalan Pencarian Evaluasi Keputusan Perilaku
Masalah | Informasi Alternatif | ~| Pembelian | Pascapembelian

\ 4

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:*°
a. Pengenalan Masalah
Proses pengambilan diawali ketika pembeli menyadari suatu
masalah atau kebutuhan. Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang
memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari
sejumlah konsumen.

b. Pencarian Informasi

%8 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid 1, (Jakarta: Erlangga,
2008), him. 166-183
* Ibid, him. 184-191
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Seorang konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas.
Salah satu faktor kunci bagi pemasar adalah sumber informasi utama
yang dipertimbangkan konsumen, dan dinamika pemasaran.
c. Evaluasi Alternatif
Ada beberapa konsep dasar dalam proses evaluasi. Pertama,
konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen
mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat
masing-masing produk sebagai sekelompok tribute dengan berbagai
kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk
memuaskan kebutuhan ini.
d. Keputusan Pembelian
Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar
merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk
maksud untu membeli merek yang paling disukai.
e. Perilaku pascapembelian
Setelah pembelian, konsumen mengalami konflik dikarenakan
melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal
menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang
mendukung kepuasannya. Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam
tindakan-tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang akan

menarik minat pemasar.

G. Penelitian Terdahulu
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Safaruddin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui besar
pengaruh bagi hasil, pelayanan, religi, dan pendapatan terhadap minat
menabung di Bank Muamalat Cabang Balai Kota, dengan menggunakan
metode penelitian kuantitatif menyimpulkan bahwa secara serentak variabel
bebas (bagi hasil, pelayanan, religi, dan pendapatan) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel terikat (minat menabung).?® Perbedaan penelitian
ini dengan peneliti adalah pada objek penelitian, peneliti menggunakan
Koperasi Syari’ah sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Syari’ah. Dan
juga perbedaan terletak pada variabelnya, pada peneliti menggunakan variabel
X1: bonus simpanan wadi’ah, X;: bagi hasil tabungan mudharabah, dan Y:
keputusan menjadi anggota. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan
variabel X;: bagi hasil, X,: pelayanan, Xs: religi, X4: pendapatan, dan Y: minat
menabung. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian
kuantitatif dan menggunakan variabel bagi hasil.

Dian dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh
kepercayaan nasabah, pendapatan nasabah, kualitas pelayanan, dan nisbah bagi
hasil tabungan terhadap minat nasabah menabung pada BMT Pahlawan
Tulunagung, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis
penelitian asosiatif menyimpulkan bahwa secara serentak variabel bebas
(kepercayaan nasabah, pendapatan nasabah, kualitas pelayanan, dan nisbah

bagi hasil tabungan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (minat

% Safaruddin Munthe, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada
Tabungan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota”, Tesis, IAIN Sumatera Utara, 2014.
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menabung).®* Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah variabelnya yaitu
pada penelitian ini X;: kepercayaan nasabah, X,: pendapatan nasabah, Xj:
kualitas pelayanan, X,: nisbah bagi hasil tabungan, dan Y: minat nasabah
menabung. Sedangkan pada peniliti yaitu X;: bonus simpanan wadi’ah, Xj:
bagi hasil tabungan mudharabah, dan Y: keputusan menjadi anggota.

Asih, dkk dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan terhadap minat
menabung pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang, dengan metode
penelitian kuantitatif menggunakan tipe penelitian eksplanatori menyimpulkan
bahwa persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap minat menabung pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitia adalah objek penelitian, peneliti
menggunakan Koperasi Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan Bank
Syariah. Dan juga perbedaan lainnya penelitian ini dengan peneliti adalah
variabelnya, yaitu pada penelitian ini Xi: persepsi bunga bank, X: kualitas
pelayanan, dan Y: minat menabung. Sedangkan peneliti variabelnya yaitu X;:
bonus simpanan wadi’ah, X,: bagi hasil tabungan mudharabah, dan Y:
keputusan menjadi anggota.

Anita dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh

persepsi tentang Bank Syariah yaitu berupa persepsi tentang bunga bank,

®' Djan Sempana, “Pengaruh Kepercayaan Nasabah, Pendapatan Nasabah, Kualitas
Pelayanan, dan Nisbah Bagi Hasil Tabungan terhadap Minat Nasabah Menabung pada BMT
Pahlawan Tulungagung”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017)

%2 Asih Fitri Cahyani, Saryadi, dan Sendhang Nurseto, “Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan
Kualitas Pelayanan terhadap Minat Menanbung pada Bank BNI Syari’ah di Kota Semarang”,
Diponegoro Journal of Social and Politic, 2013, dalam ejournal-s1.undip.ac.id, diunduh tanggal
02 April 2018 pukul 11.17 WIB.
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sistem bagi hasil, dan produk bank syariah, dengan metode penelitian bersifat
kuantitatif menggunakan desain paradigma positivistik menyimpulkan bahwa
secara parsial persepsi tentang bunga bank dan sistem bagi hasil berpengaruh
positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk syariah, sedangkan
persepsi tentang bunga bank tidak berpengaruh signifikan terhadap minat
menggunkan produk syariah.®® Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah
pada objek penelitian, peneliti menggunakan Koperasi Syariah sedangkan
penelitian ini menggunakan Bank Syariah. Dan juga perbedaan lainnya
penelitian ini dengan peneliti adalah variabelnya, yaitu pada penelitian ini X;:
persepsi bunga bank, X,: persepsi sistem bagi hasil, X3: persepsi produk bank
syariah, dan Y: minat menggunakan produk. Sedangkan peneliti variabelnya
yaitu X;i: bonus simpanan wadi’ah, X»: bagi hasil tabungan mudharabah, dan Y:
keputusan menjadi anggota.

Arifin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis minat
nasabah terhadap produk tabungan wadi’ah yad dhamanah dan mudharabah
mutlagah di Bank BNI Syariah KCP Diponegoro Surabaya, dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa faktor yang
mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan wadi’ah yad
dhamanah dan mudharabah mutlagah di BNI Syariah KCP Diponegoro
Surabaya antara lain adalah layanan relatif cepat, syarat yang relatif mudah,

lokasi yang strategis, jumlah ATM yang tersedia, dan tren yang berkembang di

% Anita Rahmawaty, “Pengaruh Tentang Bank Syartiah terhadap Minat Menggunkan
Produk di BNI Syariah Semarang”, Jurnal, ADDIN, Vol. 8, No. 1. Februari 2014, (Kudus: STAIN
Kudus)
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masyarakat. ® Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada objek
penelitian, peneliti menggunakan Koperasi Syariah sedangkan penelitian ini
menggunakan Bank Syariah serta metode yang digunakan pun berbeda,
penelitian ini  menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan peneliti
menggunakan penelitian kuantitatif. Dan juga perbedaan terletak pada
beberapa variabel.

Dedi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh
kualitas produk tabungan dan kualitas pelayanan terhadap minat menabung
kembali di CIMB Niaga, dengan menggunakan metode kuantitatif
menyimpulkan bahwa kualitas produk tabungan dan kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap minat menabung kembali di CIMB Niaga.*®
Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada objek penelitian, peneliti
menggunakan Koperasi Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan Bank.
Dan juga perbedaan lainnya penelitian ini dengan peneliti adalah variabelnya,
yaitu pada penelitian ini X;: kualitas produk tabungan, X,: kualitas pelayanan,
dan Y: minat menabung. Sedangkan peneliti variabelnya yaitu X;: bonus
simpanan wadi’ah, X,: bagi hasil tabungan mudharabah, dan Y: keputusan

menjadi nasabah.

* Nur Arifin, “Minat Nasabah terhadap Produk Tabungan Wadi’ah Yad Dhamanah dan
Mudharabah Mutlaqah di Bank BNI Syariah KCP Diponegoro Surabaya”, Skripsi, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel, 2014)

% Dedi Trisnadi, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan dan Kualitas Pelayanan terhadap
Minat Menabung Kembali di CIMB Niaga (Studi Kasus PT CIMB Niaga Tbk Bintaro)”, Jurnal
MIX, Volume I11, No. 3, Oktober 2013, (Jakarta: Mercubuana)



53

H. Kerangka Konseptual
Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan suatu kerangka konseptual
berikut ini:

Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

Bonus Simpanan Wadi’ah
(X1) Hy
Keputusan Menjadi
Anggota (Y)
Bagi Hasil Tabungan H,
Mudarabah (X5)
Keterangan: Hs

X1 :Bonus Simpanan Wadi’ah
X, : Bagi Hasil Tabungan Mudarabah
Y . Keputusan Menjadi Anggota

Dari gambar diatas dapat dijelaskan antara pengaruh bonus simpanan
wadi’ah (X;) terhadap keputusan menjadi anggota (Y), pengaruh bagi hasil
tabungan mudarabah (X;) terhadap keputusan menjadi anggota (Y) dan
pengaruh secara serempak atau bersama-sama antara pengaruh bonus simpanan
wadi’ah dan bagi hasil tabungan mudarabah terhadap keputusan menjadi

anggota di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

I. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
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didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta -fakta empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Hi: Ada pengaruh antara bonus simpanan wadi’ah terhadap keputusan
menjadi anggota di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

2. H,: Ada pengaruh antara bagi hasil tabungan mudarabah terhadap
keputusan menjadi anggota di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut
Tulungagung.

3. Hgs: Ada pengaruh antara bonus simpanan wadi’ah dan bagi hasil tabungan
mudarabah terhadap keputusan menjadi anggota di Koperasi Syariah Al-

Mawaddah Ngunut Tulungagung.



